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Abstract

The research aimed to find out legal position of temporary labour after the establishment of Act 
Number 5 of 2014. The emerging legal issues of the research, covered: legal standing and status of 
temporary labours based on Act No.5 of 2014, assignment mechanism of temporary labours to be civil 
servant candidates (CPNS) and government policy toward current temporary labours. The research is 
a normative legal research due to it analysis on Laws which related to temporary labour and State’s 
civil officer. Approach applied in the research is Legal, conceptual and case approach. Legal-material 
gathering technique is conducted by systematizes then analyze them through descriptive-qualitative 
method and summarize them deductively. It may conclude that, after the establishment of Act No.5 of 
2014, the “permanent temporary labours” are positioned as “temporary labours”. Not every temporary 
labour is able to appoint to be CPNS according to the regulation of the Government (PP) No.48 of 
2005. However, those who assigned prior to 2005 are able to appoint to be CPNS, according to PP 
No.48 of 2005, as amended by PP No.56 of 2012. Whereas, those who assigned after 2005 will be able 
to be appoint to be PPPK and/ or CPNS once it was regulate under particular Law.

Keywords: Position, Legal Certainty, Temporary Labours.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Tenaga honorer setelah 
berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini 
meliputi : Bagaimana kedudukan dan status hukum Tenaga Honorer berdasarkan Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 2014, Bagaimana mekanisme pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS serta 
Bagaimana kebijaksanaan pemerintah terhadap keberadaan Tenaga Honorer saat ini. Penelitian ini 
merupakan penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat 
dari analisis peraturan perundang-undangan dikaji dari aspek-aspek yang mengatur tentang Tenaga 
Honorer dan Aparatur Sipil Negara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum 
dengan mengadakan sistematisasi kemudian dilakukan analisa deskriptif kualitatif dan menarik 
kesimpulan dengan cara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, setelah 
berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 kedudukan Tenaga Honorer tetap berkedudukan 
sebagai Tenaga Honorer. Tidak semua Tenaga Honorer dapat diangkat menjadi CPNS berdasarkan  
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Akan tetapi, bagi Tenaga Honorer yang diangkat 
di bawah tahun 2005 mempunyai kesempatan untuk diangkat menjadi CPNS sesuai ketentuan 
yang diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, sedangkan bagi Tenaga Honorer yang 
pengangkatannya diatas tahun 2005 mempunyai kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK dan/
atau CPNS setelah adanya ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Kata kunci : Kedudukan, Kepastian Hukum, Tenaga Honorer
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PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu 
unsur Aparatur Negara mempunyai per-
anan yang sangat strategis dalam meny-
elenggarakan tugas-tugas umum pemerin-
tahan dan tujuan pembangunan nasional. 
Sosok Pegawai Negeri Sipil yang mampu 
memainkan peran tersebut adalah Pega-
wai Negeri Sipil dengan kompetensi yang 
diindikasikan dari sikap dan perilakunya 
yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan 
kepada Negara, bermoral dan bermental 
baik, profesional, sadar akantanggung 
jawabnya sebagai seorang pelayan publik 
serta mampu sebagai perekat persatuan dan 
kesatuan bangsa.Untuk membentuk sosok 
Pegawai Negeri Sipil yang handal, disiplin, 
bermoral dan profesional sesuai kebutuhan 
dan tuntutan reformasi, pemerintahan orde 
reformasi telah menerbitkan sejumlah per-
aturan perundang-undangan salah satunya 
adalah Undaang-ndang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara.1

Regulasi kelembagaan perangkat daerah 
dalam rangka mendekatkan pelayanan 
kepada masyarakat membawa kon
sekuensi terhadap adanya pengembangan 
kelembagaan organisasi perangkat daerah 
dan banyaknya jabatan fungsional umum 
yang lowong serta tidak dapat diisi oleh PNS 
berdasarkan kualifikasi pendidikan yang 
sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan. 
Untuk memenuhi kebutuhan pegawai 
dalam suatu organisasi atau instansi di 
lingkungan Pemerintah Kota Mataram 
maka pemerintah mengambil kebijakan 
untuk mengangkat Tenaga Honorer untuk 
mengisi jabatan lowong dimaksud. Hal 
tersebut demi tercapainya kelancaran dalam 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan 
pembangunan.

1 Rakayoga, Gusti Lanang. “Civil Service Discipline 
Based On The Government Regulation Number 53 Year 
2010 Viewed From The Personel Law Aspect In Indo-
nesia.” Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) 2.2 
(2014). hal. 328

Dalam melakukan perencanaan 
rekuitmen SDM dari Tenaga Honorer 
dilakukan dalam 3 (tiga) langkah 2:

a.	 Penentuan jabatan kosong.

Hal ini terkait dengan adanya pegawai 
yang mengundurkan diri, pensiun, 
meninggal dunia dan akibat adanya 
ekspansi/perluasan organisasi.

b.	 Penentuan syarat jabatan

Meliputi keahlian, pengetahuan, 
keterampilan dan pengalaman yang 
diperlukan untuk melakukan pekerjaan. 

c.	 Penentuan metode dan syarat perekrutan

Penentuan metode dan syarat 
perekrutan CPNS dari Tenaga Honorer 
berdasarkan pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2012.

Dalam Undang-undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pejabat 
yang berwenang dapat mengangkat Pegawai 
Tidak Tetap (PTT) atau yang dikenal saat 
ini dengan nama Tenaga Honorer. Pegawai 
Tidak Tetap (PTT) non APBN dan APBD 
adalah pegawai tidak tetap yang diangkat 
oleh Pejabat Pembuat Komitmen seperti 
halnya kepala dinas, kepala badan, kepala 
sekolah maupun kepala instansi pemerintah 
lainnya, yang sumber gajinya berasal dari 
kemampuan anggaran masing-masing 
organisasi yang mengangkatnya, seperti 
halnya guru, maupun tenaga kebersihan 
dan keamanan kantor .3

Ketetapan tersebut merupakan antisipasi 
atas keterbatasan dari ketersediaan pegawai 

2 Priyono Utomo dkk, Perencanaan Rekruitmen 
SDM dari Tenaga Honorer Kategori II Menjadi CPNS, 
Jurnal Unitri, 2015, Vol. 5, No.1, hal. 117

3 Wasisto Raharjo Jati, Analisa, Kedudukan dan 
Pekerjaan PTT Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014, Jurnal Borneo, 2015, Vol. 11, No.1, hal. 107
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kan tugas tertentu pada instansi pemer-
intah atau yang penghasilannya menjadi 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah.”

Permasalahan yang penulis temukan 
adalah pengangkatan Tenaga Honorer di 
daerah khususnya di Lingkungan Pemerintah 
Kota Mataram dilakukan secara bertahap 
sesuai dengan masa kerja dari Tenaga 
Honorer. Pengangkatan Tenaga Honorer 
ini telah dibatasi sampai dengan tahun 2005 
karena setelah tahun 2005 sudah tidak ada 
lagi pengangkatan Tenaga Honorer ataupun 
sejenisnya, namun pada kenyataannya 
masih banyak terjadi pengangkatan Tenaga 
Honorer maupun kontrak di lingkungan 
pemerintah daerah yang diangkat oleh 
kepala instansi  dalam bentuk Keputusan 
Kepala instansi terkait dengan alasan 
kebutuhan pegawai sedangkan pemerintah 
pusat masih memberlakukan monatorium 
(pemberhentian sementara pengangkatan 
pegawai). 

Seiring berjalannya waktu, terdapat 
pelanggaran pengangkatan Tenaga Hon-
orer yang dilakukan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian dan pejabat lain di lingkun-
gan instansi sejak ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 ten-
tang Pengangkatan Tenaga Honorer Men-
jadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam 
peraturan tersebut dijelaskan bahwa tidak 
semua Tenaga Honorer dapat diangkat 
menjadi CPNS. Untuk dapat diangkat men-
jadi CPNS, Tenaga Honorer tersebut harus 
memenuhi persyaratan antara lain : diang-
kat oleh pejabat yang berwenang; bekerja di 
instansi pemerintah; memiliki masa kerja 
minimal 1(satu) tahun pada tanggal 31 
Desember 2005 dan sampai saat ini masih 
bekerja secara terus-menerus; serta berusia 
sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak bo-

serta bentuk keseriusan pemerintah dalam 
melayani masyarakat. Akan tetapi  di dalam 
melaksanakan kebijakan pengangkatan 
Tenaga Honorer tersebut pemerintah 
daerah tidak mengacu kepada perundang-
undangan yang berlaku karena tidak 
mempertimbangkan aspek kuantitas dan 
kualitas dari Tenaga Honorer yang akan 
diangkat sesuai jumlah, kemampuan dan 
keterampilan yang dibutuhkan organisasi. 
Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah 
Tenaga Honorer dan cenderung melebihi 
kebutuhan organisasi dan terjadinya 
ketidaksesuaian antara kualifikasi Tenaga 
Honorer dengan jabatan pekerjaan yang 
dilaksanakan di masing-masing satuan 
kerja perangkat daerah.

Tenaga honorer dalam pengertiannya 
banyak yang menafsirkan lain tanpa 
mengarah kepada dasar hukum yang ada 
saat ini, seperti halnya yang terjadi dalam 
paradigma sekarang tenaga honorer ada 
yang mengartikan sebagai Tenaga Honorer 
APBD/APBN dan Tenaga Honorer 
Non-APBD/APBN serta Pegawai Tidak 
Tetap (PTT) itu sendiri. Apalagi setelah 
munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 
48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan 
Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri 
Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 
2005 tentang Pengangkatan Tenaga 
Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil dan diubah untuk kedua kalinya 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 
2005 tentang Pengangkatan CPNS dari 
Tenaga Honorer. Adapun berdasarkan Pasal 
1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 
48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan 
CPNS dari Tenaga Honorer yang dimaksud 
dengan tenaga honorer adalah: 

“Seseorang yang diangkat oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian atau pejabat lain 
dalam pemerintahan untuk melaksana-
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leh berusia lebih dari 46 tahun per 1 Janu-
ari 2006. 

Namun di sisi lain dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 
diberi wewenang baik secara terikat 
maupun wewenang bebas untuk mengambil 
keputusan-keputusan untuk melakukan 
pelayanan umum, wewenang terikat 
artinya segala tindakan yang dilakukan 
oleh pemerintah sesuai dengan aturan 
dasar, sedangkan wewenang bebas artinya 
pemerintah secara bebas menentukan 
sendiri mengenai isi dari keputusan yang 
akan dikeluarkan karena aturan dasarnya 
memberi kebebasan kepada penerima 
wewenang.4

Keberadaan Tenaga Honorer yang tidak 
dapat diangkat menjadi CPNS setelah 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 menjadi tidak jelas. Berdasarkan 
Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 
Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai 
Negeri Sipil merupakan pegawai aparatur 
sipil negara yang diangkat sebagai pegawai 
tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
dan memiliki Nomor Induk Pegawai 
(NIP) secara nasional, sedangkan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
merupakan pegawai aparatur sipil negara 
yang diangkat sebagai pegawai dengan 
perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan 
instansi pemerintah dan ketentuan yang 
berdasarkan Undang-undang Nomor 5 
Tahun 2014. Hal ini berdampak pada 
kedudukan Tenaga Honorer dalam sistem 
kepegawaian pada Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara menjadi tidak jelas karena di dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  
Pasal 6 dijelaskan bahwa “ Pegawai ASN 
terdiri dari PNS dan PPPK” sedangkan pada 

4 Sadjijono, 2011, Bab-Bab Pokok Hukum Adminis-
trasi, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm 59

kenyataannya Tenaga Honorer yang ada 
saat ini bukan merupakan PPPK (Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). 

Walaupun PPPK dengan Pegawai honorer 
memiliki kedudukan yang hampir sama, 
namun tidak secara otomatis bagi pegawai 
honorer sekarang dapat langsung menjadi 
PPPK, karena secara prinsip kedua jenis 
pegawai ini sangat berbeda. PPPK diangkat 
dengan suatu perjanjian kerja yang jelas 
sehingga hal ini yang membuat berbeda 
dengan pegawai honorer. Selanjutnya 
perbedaan yang terlihat, PPPK tidak dapat 
diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri 
Sipil, ini berbeda dengan pegawai honorer 
yang dapat diangkat secara langsung dengan 
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2012 dengan masa kerja minimal 
satu tahun.

Pemberlakuan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja maka mau tidak 
mau pemerintah daerah harus menghapus 
keberadaan Tenaga Honorer sesuai dengan 
amanat UU No.5 tahun 2014. Tetapi hal ini 
justru tidak menciptakan sebuah keadilan, 
kepastian hukum dan kemanfaatan bagi 
pegawai honorer terlebih dengan pegawai 
honorer yang telah bekerja selama puluhan 
tahun berharap suatu saat dapat diangkat 
menjadi calon PNS tiba-tiba dengan 
berlakunya aturan baru maka mereka 
dihapuskan dari struktur Pemerintahan.

Masalah dalam hal kepegawaian sangat 
menarik untuk dijadikan objek penelitian 
terlebih lagi pegawai yang berstatus sebagai 
tenaga honorer karena di Indonesia masih 
banyak terdapat pegawai yang berstatus 
tenaga honorer yang sampai saat sekarang 
ini belum jelas statusnya dan tuntutan 
mereka belum dipenuhi oleh pemerintah. 
Oleh sebab itu penulis sangat tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai kedudukan 
Tenaga Honorer  di lingkungan Pemerintah 
Kota Mataram berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014, sejauh ini belum 
dilakukan oleh orang lain dalam penelitian 
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hukum, oleh karena itu judul penelitian ini 
belum dikaji oleh peneliti-peneliti lainnya 
sehingga orisinalitas penelitian ini dapat 
penulis pertanggungjawabkan.

Dalam hal ini penulis menemukan 
penelitian terdahulu untuk tesis di 
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tahun 
2009, atas nama Haryuni yang berjudul 
“Implementasi Kebijakan Pengangkatan 
Tenaga Honorer Menjadi CPNS Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh 
Selatan”5

Dapat dibandingkan dalam penelitian 
yang dilakukan oleh Haryuni membahas 
mengenai permasalahan yang terjadi 
dalam pengangkatan tenaga honorer 
menjadi CPNS di Aceh Selatan, kendala 
yang ditemukan dalam penelitian 
tersebut adalah persepsi implementator 
yang berbeda terhadap tenaga honorer 
yang bisa masuk database, tidak adanya 
koordinasi dengan setiap unit organisasi 
dalam proses verifikasi dan penyusunan 
formasi, Hasil seleksi tidak dijadikan 
sebagai pertimbangan dalam pengangkatan 
tenaga honorer, Penempatan tenaga 
honorer tidak sesuai dengan kebutuhan 
riil masing-masing instansi sedangkan 
dalam penelitian penulis menitikberatkan 
pembahasan pada mekanisme, kedudukan 
dan kebijakan yang dijalankan terkait 
dengan keberadaan Tenaga Honorer saat ini 
setelah diberlakukannya Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 2014.

Dari latar belakang yang telah diuraikan 
sebagaimana di atas dapat dirumuskan 
beberapa persoalan yang akan dibahas yaitu 
Bagaimana kedudukan dan status Tenaga 
Honorer berdasarkan Undang-undang  
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara?, Bagaimanakah mekanisme 

5 Haryuni, Implementasi Kebijakan Pengangkatan 
Tenaga Honorer Menjadi CPNS Di Lingkungan Pemerin-
tah Kabupaten Aceh Selatan, diakses dari http://etd.ugm.
ac.id/ index.php?mod=opac&sub=Opac&act=view&-
typ=html&perpus_id=&perpus=1& searchstring= 
Tenaga %20 honorer&self=1&op=review, pada tang-
gal 20 Mei 2016.

pengangkatan Tenaga Honorer menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil?, Bagaimana 
kebijaksanaan pemerintah terhadap 
keberadaan Tenaga Honorer saat ini setelah 
diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 
Tahun 2014?

Pendekatan yang dipergunakan untuk 
memecahkan permasalahan yang akan 
dibahas yaitu Pendekatan Perundang-
undangan (Statute Approach), Pendekatan 
Konseptual (Conceptual Approach) dan 
Pendekatan Kasus (Case Approach) .  Secara 
praktis, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan pegangan dan arah yang 
jelas bagi para penentu kebijakan dalam 
hal kebijaksanaan pengangkatan Tenaga 
Honorer untuk membantu penyelenggaraan 
urusan pemerintahan di setiap instansi 
Pemerintah Kota Mataram. Demikian pula  
hasil penelitian ini dapat menjadi masukan 
kepada pemerintah dalam mengambil 
kebijakan terkait keberadaan Tenaga 
Honorer saat ini serta dapat bermanfaat bagi 
kepentingan pengembangan Ilmu Hukum, 
khususnya dalam bidang kepegawaian.

PEMBAHASAN

Kedudukan Dan Status Tenaga Honorer 
Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 5 
Tahun 2014

a.	Kedudukan Tenaga Honorer

Pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa 
“di samping Pegawai Negeri sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pejabat yang 
berwenang dapat mengangkat Pegawai 
Tidak Tetap”. Artinya dalam menjalankan 
suatu roda pemerintahan pejabat yang 
berwenang diberikan kewenangan untuk 
mengangkat pegawai tidak tetap yang 
kemudian disebut tenaga honorer, dalam 
mempermudah beban kerja Pegawai Negeri 
dan untuk tujuan lainnya sepanjang tidak 
bertentangan dengan undang-undang. 
Kemudian kedudukannya dipertegas 



 Jurnal IUS | Vol V | Nomor 2 | Agustus 2017 | hlm,  

288  Kajian Hukum dan KeadilanIUS

288~299

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 
tahun 2005 kemudian dirubah dengan PP 
Nomor 56 tahun 2012 tentang Pengangkatan 
Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil.

Perlu diketahui bahwa secara hukum 
berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang 
Pengangkatan Calon Pegawai negeri Sipil 
dari Tenaga Honorer yang dimaksud 
dengan tenaga honorer adalah: 

“Seseorang yang diangkat oleh Peja-
bat Pembina Kepegawaian atau pejabat 
lain dalam pemerintahan untuk melak-
sanakan tugas tertentu pada instansi 
pemerintah atau yang penghasilannya 
menjadi beban AnggaranPendapatan dan 
Belanja Negara atau Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah.

Sedangkan dalam Undang-Undang 
ASN, terjadi perubahan jenis pegawai, 
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6, 
yaitu: 

Pegawai ASN terdiri atas: 

a. PNS; dan 

b. PPPK 

PNS merupakan Warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai ASN yang 
diangkat Sebagai pegawai tetap oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan dan memiliki nomor 
induk pegawai secara nasional. Pengertian 
ini tidak jauh berbeda dengan pengertian 
sebagaimana yang terdapat dalam undang-
undang sebelumnya. Sedangkan PPPK atau 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja yaitu Warga Negara Indonesia yang 
memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan 
tugas pemerintahan.

Mengkaji tentang kedudukan tenaga 
honorer setelah berlakunya Undang-undang 
ASN terlebih dahulu kita definisikan arti 
kedudukan. Kedudukan adalah tempat atau 
posisi, martabat atau tingkat orang, atau 
status pegawai untuk melakukan pekerjaan 
atau jabatan. Adapun tenaga honorer 
adalah mereka yang diangkat oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian atau Kepala instansi 
yang terkait untuk menjalankan tugas-
tugas tertentu pada instansi pemerintah, 
tenaga honorer ini tidak berstatus sebagai 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), mereka 
diangkat dengan alasan untuk memenuhi 
kekurangan jumlah pegawai pada instansi 
di pemerintah daerah.

Dengan berdasarkan pada undang-
undang tentang pemerintahan daerah 
yang menyatakan bahwa pemerintah 
daerah berhak untuk mengelola aparatur 
daerahnya khususnya masalah kepegawaian 
baik itu PNS maupun yang bukan PNS. 
Pengelolaan kepegawaian khususnya 
pegawai yang bukan berstatus sebagai 
PNS menjadi tanggung jawab pemerintah 
daerah berdasarkan asas desentralisasi dan 
kewenangan delegasi yang diberikan oleh 
pemerintah pusat, dengan demikian pejabat 
yang berwenang dapat mengangkat Pegawai 
Tidak Tetap (PTT) atau yang dikenal saat 
ini dengan nama Tenaga Honorer .

Pemerintah Daerah seharusnya 
memperhatikan asas legalitas yang 
merupakan salah satu prinsip utama dalam 
setiap penyelenggaraan pemerintah dan 
Negara, secara normatif bahwa setiap 
tindakan pemerintah harus berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan atau 
berdasarkan pada kewenangan dianut 
setiap Negara hukum. Dengan penerapan 
asas legalitas ini oleh pemerintah maka 
tindakan yang dilakukan akan jelas dan 
memiliki kepastian hukum karena asas 
legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan 
pemerintah sehingga persamaan perlakuan 
pada setiap orang terutama pegawai, baik 
itu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil 
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maupun tenaga honorer akan terwujud 
sehingga hak asasi mereka sebagai pegawai 
akan terjaga.

Setiap manusia berhak atas pekerjaan, 
penghidupan yang layak, dihargai 
dengan diperlakukan secara adil dalam 
kehidupannya, karena manusia sebagai 
makhluk ciptaan Tuhan memiliki Hak 
Asasi yang harus dihormati oleh siapa saja. 
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang 
dimiliki, diperoleh dan dibawa bersama 
dengan kelahiran atau kehadirannya di 
dalam kehidupan masyarakat. Hak Asasi 
Manusia merupakan hak yang melekat 
pada manusia sebagai makhluk Tuhan 
oleh karena itu menjadi kewajiban semua 
orang untuk menghormati, menjunjung 
tinggi dan melindungi HAM. Dengan 
berpedoman kepada asas legalitas maka 
tidak akan terjadi pelanggaran terhadap 
HAM, oleh sebab itu pemerintah daerah 
dalam mengelola aparaturnya harus 
berdasarkan pada peraturan yang ada agar 
tidak terjadi pelanggaran terhadap HAM 
dalam kepegawaian.

Tenaga honorer yang diangkat 
setelah tahun 2005 namanya tidak dapat 
diakomodir di dalam data base sehingga 
mereka tetap berkedudukan sebagai tenaga 
honorer dan tidak berhak menuntut untuk 
diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil karena pengangkatan sebagai honorer 
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah  
Nomor 48 Tahun 2005.

b.	Penyelesaian Masalah Tenaga Hon-
orer Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014

Penyelesaian masalah tenaga honorer 
secara preventif dalam bagian ini mengenai 
tindakan pemerintah dalam hal ini walikota 
atau kepala daerah dalam mengeluarkan 
keputusan perlu dilakukan secara cermat, 
sehingga keputusan yang dikeluarkan itu 
tidak menimbulkan kerugian bagi seseorang 
atau badan hukum perdata. Untuk itu 

dalam membuat keputusan, pemerintah 
daerah senantiasa harus berpedoman pada 
Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku dan menjadikan Asas-Asas Umum 
Pemerintahan Yang Baik sebagai pedoman 
dalam menetapkan keputusan penerimaan 
tenaga honorer.

Keberadaan teori penjenjangan norma 
hukum pada tulisan ini sangat penting 
karena dengan teori ini akan menjawab 
permasalahan yang terjadi secara akademis, 
dalam penelitian ini terjadi konflik norma 
antara peraturan yang lebih tinggi dengan 
peraturan yang lebih rendah yaitu antara 
Peraturan Pemerintah dengan kebijakan 
yang dikeluarkan oleh kepala daerah 
maupun kepala instansi.

Dalam penyelenggaraan pemerintah 
banyak ditemukan norma konflik, antara 
satu peraturan yang lebih rendah dengan 
peraturan yang lebih tinggi, maupun konflik 
norma secara horizontal antara pasal yang 
satu dengan pasal yang lain dalam Undang-
Undang atau antara satu Undang-Undang 
dengan Undang-Undang yang lain. Untuk 
mengatasi masalah tersebut dibutuhkanlah 
suatu teori yang disebut Stufenbau Theorie. 
Ajaran Stufenbau Theorie yang dikemukakan 
oleh Hans Kelsen yang menganggap bahwa 
proses hukum digambarkan sebagai 
hierarki norma-norma. Validitas (kesahan) 
dari setiap norma (terpisah dari norma 
dasar) bergantung pada norma yang lebih 
tinggi.6 Hans Kelsen mengungkapkan 
hukum mengatur pembentukannya sendiri 
karena satu norma hukum menentukan 
cara untuk membuat norma hukum yang 
lain. Norma hukum yang satu valid karena 
dibuat dengan cara ditentukan dengan 
norma hukum yang lain dan norma hukum 
yang lain ini menjadi validitas dari norma 
hukum yang dibuat pertama. Hubungan 
antara norma yang mengatur pembentukan 

6Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Maullang, 
Pengantar Ke Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media 
Group, Jakarta, 2007, hlm. 83.
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Nomor 48 tahun 2005, sehingga pada teori 
penjenjangan norma ini yang dipergunakan 
adalah lex superior derogat legi inferiori 
yang artinya dengan sistem piramida, 
peraturan yang lebih rendah tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan yang 
lebih tinggi, peraturan yang lebih tinggi 
mengesampingkan peraturan yang lebih 
rendah.

Tindakan yang dilakukan pemerintah 
dengan mengangkat pegawai diluar 
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 
Tahun 2005 tidak dapat digugat walaupun 
menimbulkan kerugian bagi pegawai yang 
diangkat karena disatu sisi tenaga mereka 
dibutuhkan untuk bekerja di instansi 
pemerintah tetapi tidak ada jaminan hari 
tua maupun jaminan kesejahteraan kerja. 
Dalam negara hukum, setiap tindakan 
pemerintahan harus berdasarkan atas 
hukum, karena dalam negara terdapat 
prinsip wetmatigheid van bestuur atau asas 
legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa 
adanya dasar wewenang yang diberikan 
oleh suatu peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, maka segala macam aparat 
pemerintah tidak akan memiliki wewenang 
yang dapat mempengaruhi atau mengubah 
keadaan atau posisi hukum warga 
masyarakatnya. Tindakan pemerintah yang 
menimbulkan akibat hukum khususnya 
dalam hal menimbulkan kerugian kepada 
masyarakat dibutuhkan adanya suatu  
tanggung jawab oleh pemerintah.

Mekanisme Pengangkatan Tenaga Hon-
orer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 
Di Lingkungan Pemerintah Kota Mata-
ram

Sejak munculnya Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan 
kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 
Tahun 2005 tentang Pengangkatan Calon 
Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer 
maka istilah Tenaga Honorer semarak 
berkembang jadi satu paradigma baru 
di lingkungan instansi pemerintah dan 

norma lain lagi adalah “superordinasi dan 
subordinasi.

Norma yang menentukan pembentukan 
norma lain adalah norma yang lebih tinggi 
sedangkan norma yang dibuat adalah norma 
yang lebih rendah. Jenjang Perundang-
Undangan adalah urutan-urutan mengenai 
tingkat dan derajat daripada Undang-
Undang yang bersangkutan, dengan 
mengingat badan yang berwenang yang 
membuatnya dan masalah-masalah yang 
diaturnya. Undang-Undang juga dibedakan 
dalam Undang-Undang tingkat atasan dan 
tingkat bawahan yang dikenal dengan 
hierarki. Undang-Undang yang lebih rendah 
tingkatannya tidak boleh bertentangan 
dengan Undang-Undang yang lebih tinggi.7

Dalam menghadapi masalah hukum 
seperti ini maka diperlukan penyelesaian 
dengan menggunakan asas-asas preverensi 
yang meliputi:8

a. 	Lex superior derogat legi inferiori 
artinya, peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi tingkatannya 
mengenyampingkan berlakunya 
peraturan perundang-undangan yang 
lebih rendah tingkatannya.

b. Lex specialis derogat legi generali artinya, per-
aturan perundang-undangan yang bersifat 
khusus (special) mengenyampingkan ber-
lakunya peraturan perundang-undangan 
yang bersifat umum (general).

c. Lex posterior derogat legi priori artinya, 
peraturan perundang-undangan yang 
baru mengenyampingkan berlakunya 
peraturan perundang-undangan yang 
lama.

Surat Keputusan yang dikeluarkan 
oleh Walikota maupun Kepala Instansi 
di Daerah secara jelas melanggar dan 
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 

7 Soeroso, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar 
Grafika, Jakarta, hlm.131

8 Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum 
Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 6



291 Kajian Hukum dan Keadilan IUS

Baiq Sriastuti|Kedudukan Tenaga Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014..........

merupakan salah satu pegawai yang cukup 
diistimewakan keberadaannya disamping 
tenaga honorer lain setelah Pegawai Negeri 
sipil walaupun pada dasarnya pekerjaan 
yang dilakukan hampir sama dengan 
Pegawai Negeri Sipil pada umumnya, hanya 
yang membedakan Tenaga Honorer tidak 
ada yang menempati jabatan struktural 
dalam instansi pemerintah karena sifatnya 
hanya membantu tugas-tugas yang sifatnya 
teknis dan atau tugas-tugas yang tidak dapat 
dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil di 
instansi yang bersangkutan.

Mekanisme pengangkatan tenaga 
honorer merupakan kegiatan untuk 
memenuhi kebutuhan pada Instansi Terten-
tu yang dilakukan melalui tahapan perenca-
naan, pengumuman lowongan, pelamaran, 
seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan 
pengangkatan menjadi tenaga honor. 
Kemudian tenaga honorer ini untuk dapat 
diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil, mengikuti semua proses seleksi yang 
dilaksanakan bagi Calon Pegawai Negeri 
Sipil dan sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang 
mekanisme pengangkatan tenaga honorer 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, 
terlebih dahulu dapat diketahui bahwa 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 
tahun 2012 tentang perubahan kedua 
atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang 
pengangkatan Tenaga Honorer menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil, memberikan 
klasifikasi tentang tenaga honorer sebagai 
berikut:

1. 	Penghasilan tenaga honorer dari APBN/
APBD adalah penghasilan pokok yang 
secara tegas tercantum dalam alokasi 
belanja pegawai pada APBN/APBD. 

2. 	Penghasilan tenaga honorer tidak 
dicantumkan secara jelas dalam APBN/
APBD. Akan tetapi, dibiayai dari anggaran 
lain misalnya, dana bantuan operasional 
sekolah, bantuan atau subsidi untuk 

kegiatan/pembinan yang dikeluarkan dari 
APBN/APBD. 

Kemudian dipertegas dengan Surat 
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
5 tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga 
Honorer yang Bekerja Pada Instansi 
Pemerintah yang penghasilannya dibiayai 
bukan dari anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) atau bukan dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD), dengan kriteria:

1) 	Diangkat oleh pejabat yang berwenang; 

2) 	Bekerja di instansi pemerintah; 

3) 	Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 
31 Desember 2005 dan sampai saat ini 
masih bekerja secara terus menerus; 

4) 	Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun 
dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 
1 januari 2006.

5).	Dinyatakan lulus seleksi Tes 
Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes 
Kompetensi Bidang (TKB); Syarat 
lain yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan.

Mekanisme pengangkatan tenaga 
honorer menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil dilaksanakan secara objektif artinya 
pengangkatan ini dilakukan secara benar 
tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau 
pandangan secara pribadi atau oleh orang 
lain,harus dilaksanakan berdasarkan atas 
syarat-syarat yang telah ditentukan, serta 
tidak membedakan jenis kelamin, suku, 
agama, ras, golongan atau daerah sehingga 
akan diperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil 
yang professional, jujur, bertanggung jawab, 
netral, dan memiliki kompetensi sesuai 
dengan tugas/jabatan yang akan diduduki.

Tenaga honorer dapat diangkat menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil apabila telah 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 
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tahun 2005, tenaga honorer harus melewati 
beberapa tahapan administrasi sebelum 
dapat dinyatakan memenuhi syarat atau 
tidak untuk diangkat menjadi Calon 
Pegawai Negeri Sipil hal ini sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2005 yang 
didukung oleh beberapa peraturan tentang 
pengangkatan tenaga honorer menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pelaksanaan pendataan tenaga 
honorer dan pengolahannya dilakukan 
di daerah dengan dikoordinasikan oleh 
kepala daerah dan data yang sudah 
diolah kemudian disampaikan kepada 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi dan Badan 
Kepegawaian Negara (yang selanjutnya 
disebut BKN).

Setelah memenuhi syarat administrasi 
sebagaimana disebutkan pada halaman 
diatas maka akan dilakukan langkah-
langkah sebagai berikut :

1.	 Batching yaitu kegiatan mengelompokkan 
formulir pendataan tenaga honorer 2005 
yang telah diisi dengan jumlah tertentu 
dalam satu bandle.

2. Editing yaitu kegiatan memeriksa isian 
formulir pendataan tenaga honorer 2005 
dan memberikan tanda edit pada isian yang 
akan di rekam.

3. Coding yaitu kegiatan memberi kode untuk 
isian uraian formulir pendataan tenaga 
honorer 2005.

4. 	Setelah itu maka tenaga honorer akan 
masuk nama-namanya ke dalam data 
base. Data base adalah kumpulan data 
tenaga honorer dari berbagai instansi 
pemerintah yang telah tercatat di BKN 
dan mendapatkan nomor induk tenaga 
honorer (NITH).

5. 	Dilakukan verifikasi yaitu kegiatan 
memeriksa kembali kesesuaian daftar 
tenaga honorer tahun 2005 yang dicetak 

dari database dengan daftar tenaga honorer 
tahun 2005 yang diusulkan.

6. 	Validasi yaitu kegiatan membandingkan 
antara isian dalam formulir pendataan 
tenaga honorer 2005 dengan data yang ada 
dalam database file apakah sama atau tidak 
dengan program atau secara manual.

Tujuan verifikasi dan validasi adalah 
untuk mendapatkan kebenaran formal dan 
material atas kedudukan dan keberadaan 
tenaga honorer, mendapatkan data riil yang 
dibayarkan dari APBN/APBD dan mencegah 
terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Kegiatan pengecekan ini dibentuk anggota 
tim verifikasi dan validasi yang terdiri dari 
: BKN, Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (yang selanjutnya disebut 
BPKP), Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
yang didampingi oleh pejabat inspektorat, 
Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian 
Daerah serta tim pendataan tenaga honorer 
dari masing-masing instansi.

Audit adalah kegiatan mengumpulkan 
informasi factual dan signifikan melalui 
proses interaksi secara sistematis, objektif, 
dan terdokumentasi yang berorientasi pada 
asas nilai manfaat.

Menurut Peraturan Kepala BKN No. 15 
Tahun 2008 tentang Pedoman Audit Tenaga 
Honorer, dalam hal ini tim pemeriksa akan 
mengecek :

1. 	Surat Keputusan pertama tenaga honorer, 
memeriksa apakah pengangkatan 
tenaga honorer dilakukan oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian atau pejabat 
lain di lingkungan instansi pemerintah 
dan melaksanakan tugas di lingkungan 
instansi pemerintah.

2. 	Bukti aktif bekerja secara terus-menerus

3. 	Pengecekan pada dokumen berupa :

a. 	DASK (Daftar Anggaran Satuan 
Kerja) : dokumen anggaran yang 
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berisi pendapatan dan belanja setiap 
perangkat daerah yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan oleh 
pengguna anggaran.

b.	 SPM (Surat Perintah Membayar) 
: dokumen yang digunakan oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk mencairkan dana yang 
bersumber dan DASK.

c.	 SPJ ( Surat Pertanggungjawaban) 
: dokumen yang dibuat oleh  
pengguna anggaran untuk 
mempertanggungjawabkan uang yang 
digunakan yang bersumber dari APBN/
APBD.

d.	 Cek fisik keberadaan tenaga honorer

e. 	Daftar absensi

f. 	Dokumen – dokumen lain yang 
dibutuhkan.

Berdasarkan langkah-langkah 
sebagaimana diuraikan, maka dilakukan 
pengecekan oleh tim audit untuk melakukan 
wawancara langsung terhadap tenaga 
honorer dan Pejabat Pembina Kepegawaian 
atau pejabat lain yang menandatangani 
Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga 
Honorer, kemudian laporan hasil audit 
akan ditandatangani oleh seluruh 
anggota Tim diketahui oleh Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah yang saat ini telah 
berubah nomenklaturnya menjadi Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia , Inpektur Inspektorat 
Propinsi/Kabupaten/Kota.

Hasil verifikasi dan validasi tenaga 
honorer dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan dalam proses pengangkatan 
tenaga honorer menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil, jika tidak memenuhi maka 
dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan. 
Tenaga honorer yang terbukti secara sah 
dan meyakinkan telah memalsukan atau 
memberikan data dan keterangan yang 
tidak benar dalam proses pendataan dan 

pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri 
Sipil dikenakan sanksi pemberhentian 
tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai 
Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikian mekanisme 
pengangkatan tenaga honorer dapat 
diketahui bahwa perekrutannya dilihat 
dari mulai pengangkatan pertama sampai 
dengan batas umur yang telah ditentukan 
bagi tenaga honorer bersangkutan 
sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran 
Menteri Pemberdaya Aparatur Sipil Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 
2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer 
mekanisme pengangkatannya adalah 
Dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi 
Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang 
(TKB); Syarat lain yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan. Setelah 
mereka dinyatakan lulus dan diangkat 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 
untuk dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil 
dibutuhkan waktu maksimal 2 Tahun masa 
percobaan sesuai dengan Undang-undang 
Nomor 43 Tahun 1999 yang dijabarkan 
pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai 
Negeri Sipil, Pasal 14 yaitu Calon Pegawai 
Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi 
Pegawai Negeri Sipil harus memiliki 
prestasi kerja yang bernilai baik, sehat 
jasmani dan rohani, serta telah lulus pada 
diklat prajabatan.

Kebijaksanaan Pemerintah Terhadap 
Keberadaan Tenaga Honorer Setelah 
Diberlakukannya Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 2014

Berlakunya Undang – Undang Nomor 5 
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 
membuat kedudukan tenaga honorer 
menjadi hilang. Hal ini terjadi dikarenakan 
ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 
5 Tahun 2014 mendefinisikan istilah 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (PPPK), Sehingga secara otomatis 
kedudukan tenaga honorer menjadi hilang 
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dan digantikan oleh Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja.

Walaupun Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja dengan tenaga 
honorer secara kedudukan hampir sama 
akan tetapi tidak secara otomatis tenaga 
honorer dapat diangkat menjadi Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 
Hal ini dikarenakan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja berbeda dengan 
tenaga honorer sebab Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja itu sendiri 
memiliki kontrak perjanjian kerja yang 
jelas sehingga hal ini membedakan dengan 
tenaga honorer. Kemudian hal yang paling 
membedakan adalah Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja tidak dapat 
diangkat secara otomatis menjadi Calon 
Pegawai Negeri Sipil, ini berbeda dengan 
tenaga honorer yang dapat diangkat secara 
otomatis setelah dikeluarkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 dengan 
masa keja minimal satu tahun. Hal ini juga 
dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk 
menaikkan integritas dan profesionalisme 
di dalam tubuh kepegawaian Indonesia. 
Sehingga tenaga honorer yang ingin menjadi 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja harus memenuhi syarat administratif 
dan harus mengikuti proses seleksi.

Terkait dengan pengertian Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja itu 
sendiri seperti tertuang dalam Undang – 
Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 1 ayat 4 
yang berbunyi “ Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 
PPPK adalah warga Negara Indonesia yang 
memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 
berdasarkan perjanijian kerja untu jangka 
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan 
tugas pemerintahan”.

Adapun dapat dijelaskan mengenai 
sejarah dikenalnya PPPK tersebut dikenal 
sejak diberlakukannya Undang-Undang 
No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara yang telah ditandatangani presiden 

tanggal 15 Januari 2014, status pegawai 
Aparatur Sipil Negara terdiri dari PNS 
dan PPPK. PPPK adalah gagasan terbaru 
pemerintah. PPPK adalah singkatan dari 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja. 

Istilah pegawai yang disebut “human 
resources” adalah manusia dalam usia 
kerja (working ages) yang mampu 
menyelenggarakan pekerjaan fisik ataupun 
mental. Pegawai negeri maupun tenaga 
honorer harus berasal dari SDM yang 
baik guna mewujudkan negara maju dan 
pemerintahan yang baik.

Hukum kepegawaian adalah hukum 
yang berlaku bagi pegawai yang bekerja 
pada  administrasi negara sebagai pegawai 
negeri. Dalam administrasi kepegawaian 
negara ada 3 pendekatan yaitu : The fight the 
spoilsman approach yaitu suatu pendekatan 
yang didasarkan pada perjuangan kaum 
politikus, sehingga pengangkatan seseorang 
untuk memangku jabatan atau sebagai 
pegawai negeri didasarkan atas perjuangan 
partai. The efficiency approach yaitu suatu 
pendekatan yang didasarkan terutama atas 
efisiensi atau daya guna. Pengangkatan 
seseorang untuk memangku jabatan atau 
sebagai pegawai negeri didasarkan atas 
kecakapan atau keahlian yang dimilikinya. 
The human relation approach yaitu suatu 
pendekatan yang didasarkan terutama atas 
adanya hubungan antar manusia.

Sebagaimana dijelaskan dalam 
pendahuluan bahwa Pemerintah dan 
Depan Perwakilan Rakyat (DPR) telah 
mengesahkan  Undang-undang Nomor 
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara dan sebagai peraturan pelaksana 
pemerintah juga tengah menyusun 19 
Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) 
dan 4 Rancangan Peraturan Presiden. 
Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) 
terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (PPPK). Pegawai Negeri Sipil (PNS) 



295 Kajian Hukum dan Keadilan IUS

Baiq Sriastuti|Kedudukan Tenaga Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014..........

diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian dan memiliki 
Nomor Induk Pegawai (NIP) (pasal 7 ayat 1 
UU ASN), sedangkan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diangkat 
sebagai pegawai dengan perjanjian kerja 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian  sesuai 
dengan kebutuhan instansi pemerintah dan 
ketentuan Undang-undang (pasal 7 ayat 2 
UU ASN).

Pasca lahirnya  Undang-undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
tidak dikenal lagi istilah tenaga honorer, 
namun diganti dengan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  
Seandainya tenaga honorer tersebut 
diangkat menjadi Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tentunya 
jika ingin menjadi CPNS, harus melalui 
proses seleksi (pasal 99 ayat 1 dan 2 UU 
ASN).

Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK) adalah sebagai 
unsur aparatur negara (pasal 8 UU ASN). 
Sebagai unsur aparatur negara maka 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (PPPK) mesti melaksanakan 
kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan 
instansi pemerintah dan harus bebas dari 
pengaruh intervensi dari semua golongan 
dan partai politik. Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga 
mempunyai hak-hak sebagai berikut (pasal 
22): 

1. Gaji dan tunjangan 

2. Cuti 

3. Perlindungan. 

4. Pengembangan kompetensi

Terkait dengan Manajemen PPPK itu 
sendiri tertuang dalam Undang – Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 pasal 94 yang terdiri 
atas : 

- Penetapan kebutuhan 

- Pengadaan 

- Penilaian kinerja 	

- Penggajian dan tunjangan 

- Pengembangan kompetensi 

- Pemberian penghargaan 

- Disiplin 

- Pemutusan hubungan kerja 

- Perlindungan

Adapun peran jabatan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
adalah sebagai perencana, pelaksana 
dan pengawas penyelenggaran tugas 
umum pemerintahan dan pembangunan 
nasional melalui pelaksanaan kebijakan 
dan pelayanan publik yang professional, 
bebas dari intervensi politik, serta bersih 
dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme 
(pasal 12 UU ASN).

Keberadaan Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri 
Sipil juga berada dalam satu naungan yaitu 
Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara 
Republik Indonesia (pasal 126 ayat 2 UU 
ASN) Korp Pegawai Aparatur Sipil Negara 
memiliki tujuan menjaga kode etik profesi 
dan mewujudkan jiwa korps Aparatur Sipil 
Negara sebagai pemersatu bangsa. Untuk 
sebagai peraturan pelaksna tentang kors 
Aparatur Sipil Negara pemerintah telah 
membahas Rancangan Peratura Pemerintah 
tentang Korps Pegawai Aparatur Sipil 
Negara.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (PPPK) juga berpeluang untuk 
menjadi anggota Komisi Aparatur Sipil 
Negara atau yang disingkat KASN (pasal 
38 ayat 4 UU ASN). Adapun syarat untuk 
menjadi anggota Komisi Aparatur Sipil 
Negara adalah memiliki ijazah paling 
rendah Strata 2 (S2), dibidang administrasi 
negara, manajemen publik, manajemen 
sumber daya manusia, psikologi, kebijakan 
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publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan dan 
bidang lain yang berkaitan dengan sumber 
daya manusia.  (pasal 36 ayat 3 UU ASN). 
Adapun tugas Komisi Aparatur Sipil Negara 
adalah menjaga netralitas pegawai Aparatur 
Sipil Negara, melakukan pengawasan 
atas pembinaan profesi Aparatur Sipil 
Negara, dan melaporkan pengawasan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen 
Aparatur Sipil Negara kepada Presiden.

Pemerintah juga memberikan 
penghargaan kepada Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang 
telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, 
kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, 
dan prestasi kerja dalam melaksanakan 
tugasnya berupa (pasal 103 ayat 1 dan 2 
UU ASN)  Tanda kehormatan, Kesempatan 
prioritas untuk pengembangan kompetensi, 
Kesempatan menghadiri acara resmi dan 
atau acara kenegaraan

Untuk terjaminnya pelaksanaan disiplin 
terhadap Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK), maka Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja juga 
dapat dikenai hukuman disiplin. Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
bisa diberi sanksi pemutusan hubungan 
kerja tidak atas permintaan sendiri, 
pemutusan kerja Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja dengan tidak 
hormat.

Terkait dengan jabatan yang dapat diisi 
oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja, hal itu diatur dengan peraturan 
pemerintah dan setiap instansi pemerintah 
wajib menyusun kebutuhan jumlah dan 
jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja berdasarkan analisis 
jabatan dan analisis beban kerja seperti 
tertuang dalam pasal 94 ayat 1 dan 2 Undang 
– Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Dalam sistem penggajian dan tunjangan, 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja berhak menerima gaji dan tunjangan 
dari pemerintah berdasarkan beban 

kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko 
pekerjaan. Untuk beban anggaran gaji 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja dibebankan pada anggaran APBN/
APBD sesuai dengan pasal 101 Undang – 
Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Terkait dengan kebijaksanaan yang 
diberikan pemerintah kepada tenaga 
honorer menurut Undang – Undang Nomor 
5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negara belum menemui sebuah titik terang. 
Keberadaan honorer masih menimbulkan 
banyak problem karena pemerintah belum 
dapat memberikan jaminan kepada tenaga 
honorer untuk diangkat menjadi Calon 
Pegawai Negeri Sipil. Hal ini terjadi karena 
pemerintah khususnya pemerintah daerah 
masih banyak mengangkat tenaga honorer 
tanpa memperhitungkan jumlah yang 
dibutuhkan oleh instansi pemerintah, 
disisi lain dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 48 Tahun 2005 pemerintah dilarang 
mengangkat tenaga honorer. Hal ini 
sebagai dampak dari penyelenggaraan yang 
dilakukan oleh pemerintah belum maksimal, 
sehingga masih terlihat banyaknya tenaga 
honorer yang statusnya tidak jelas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan 
banyak ditemukan norma konflik, antara 
satu peraturan yang lebih rendah dengan 
peraturan yang lebih, maupun konflik 
norma secara horizontal antara pasal 
yang satu dengan pasal yang lain dalam 
Undang – Undang atau antara satu Undang 
– Undang dengan Undang–Undang yang 
lain khususnya dalam hal penyelenggaraan 
urusan/kewenangan yang diserahkan oleh 
pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Di dalam Undang – Undang Nomor 5 
Tahun 2014 itu sendiri hanya mengatur 
pembagian Aparatur Sipil Negara yang 
terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (PPPK). Hal ini menjadi polemik 
tersendiri bagi tenaga honorer yang 
nasibnya belum dapat diangkat menjadi 
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Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja berbeda dengan tenaga honorer sebab 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja hanya sebagai pegawai kontrak 
dengan minimal kontrak satu tahun dan 
dapat diperpanjang kontrak kerjanya 
apabila kinerja dari Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja itu sendiri baik. 
Hal ini bertolak belakang dengan undang-
undang sebelumnya yang memberikan 
jalan bagi tenaga honorer untuk otomatis 
diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil apabila telah cukup lama mengabdi di 
sebuah instansi pemerintah.

Terkait untuk pengangkatan menjadi 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di 
dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 
2014 itu sendiri mengatur bahwa Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak 
dapat diangkat menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil secara otomatis dan harus 
mengikuti seleksi seperti para pelamar 
umum. Hal ini berbeda dengan ketentuan 
sebelumnya yang memberikan hak bagi 
tenaga honorer untuk otomatis diangkat 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan 
minimal masa kerja satu tahun. 

Keberadaan Tenaga Honorer saat ini 
tidak jelas karena bukan berkedudukan 
sebagai PNS maupun PPPK. Adapun 
beberapa faktor yang menghambat dalam 
pengangkatan Tenaga Honorer menjadi 
CPNS9 :

1.	 Payung Hukum

Payung hukum untuk pengangkatan 
Tenaga Honorer menjadi CPNS telah 
berakhir tahun 2014 yaitu dengan 
Peraturan Pemerintah Nonor 56 Tahun 
2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 

9 Nurul Fajri dan Zainal Abidin, Kebijakan Pemer-
ingtah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga 
Honorer menjadi CPNS, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 
2017, Vol. 2, No.2, hal. 585-587.

2005 tentang Pengangkatan Tenaga 
Honorer Menjadi CPNS.

2.	 Anggaran

Adanya keterbatasan anggaran untuk 
proses pengangkatan Tenaga Honorer 
menjadi CPNS.

3.	 Kelengkapan Administrasi

Tenaga Honorer yang ada di Kota 
Mataram masihbelum memiliki berkas 
yang lengkap sehingga jika dikemudian 
hari dilaksanakan pengangkatan CPNS 
dari Tenaga Honorer maka hal ini 
akan menjadi penghambat dan akan 
mempersulit Tenaga Honorer yang 
bersangkutan untuk dapat diangkat 
menjadi CPNS. 

Namun jika pemerintah merekrut 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (PPPK)  yang berasal dari Tenaga 
Honorer harus menunggu adanya sebuah 
Peraturan Pemerintah, sebab pemberian 
jabatan untuk Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja  harus menunggu sebuah 
Peraturan Pemerintah dan ketentuan lain 
seperti yang tertuang dalam Pasal 94 ayat 1 
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Akan tetapi Peraturan Pemerintah 
hingga saat ini belum ada, sehingga 
membuat nasib tenaga honorer menjadi 
semakin tidak jelas. Di satu sisi pemerintah 
masih belum dapat mengangkat Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tanpa 
adanya sebuah Peraturan Pemerintah dan di 
sisi yang lain pemerintah harus menghapus 
keberadaan tenaga honorer sesuai dengan 
amanat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 
2014. Hal ini semakin mengindikasikan 
bahwa pemerintah masih tidak serius dalam 
menangani permasalahan tenaga honorer. 
Disisi lain tenaga honorer memiliki peranan 
yang vital terutama di instansi pemerintah 
di daerah. Apalagi masih banyak tenaga 
honorer yang gajinya masih dibayar rendah 
oleh pemerintah padahal mereka sudah 
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mengabdi selama puluhan tahun dan tanpa 
adanya kejelasan untuk diangkat menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil.

Keluarnya Undang – Undang Nomor 5 
Tahun 2014 diharapkan mampu menjadi 
sebuah perubahan yang signifikan khu-
susnya dalam bidang kepegawaian, apalagi 
yang terkait tenaga honorer. Undang–Un-
dang Nomor 5 Tahun 2014 keluar sebagai 
upaya untuk memberikan jaminan kepada 
tenaga honorer agar  hak-haknya terpenuhi 
seperti pemberian gaji yang adil dan rata, 
perlindungan yang layak sesuai dengan 
aturan ketenagakerjaan. Terkait untuk ma-
salah gaji dan tunjangan, pemerintah seti-
daknya memberikan gaji minimal sesuai 
dengan Upah Minimal Kabupaten/Kota 
(UMK) dari masing – masing daerah, se-
bab Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) 
merupakan nominal gaji yang paling mini-
mum untuk diberikan kepada pekerja ses-
uai dengan kebutuhan hidup pekerja. Jika 
hal ini dilakukan pemerintah maka akan 
lebih menjamin hak- hak dari pegawai ti-
dak tetap yang ada di instansi pemerintah 
di daerah dan lebih meningkatkan seman-
gat kerja dari pegawai tidak tetap tersebut.

SIMPULAN

Kedudukan dan status Tenaga Honorer 
dengan adanya pergantian Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan 
Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaia dan Un-
dang-undang  Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara membuat kedudu-
kan tenaga honorer menjadi hilang. Jika 
sebelumya ada ketentuan peraturan untuk 
mengangkat tenaga honorer yang dapat di-
jadikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, 
maka dalam ketentuan peraturan yang baru 
kedudukan tenaga honorer menjadi hilang 
dan digantikan dengan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tenaga 
Honorer yang ada saat ini tetap berkedudu-
kan sebagai Tenaga Honorer sampai 
menunggu adanya peraturan pemerintah 

yang mengatur lebih lanjut mengenai hal 
tersebut.

Mekanisme pengangkatan Tenaga 
Honorer di lingkungan Pemerintah 
Kota Mataram dapat diangkat menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil apabila telah 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 
tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 
Tahun 2005 tentang Pengangkatan 
Tenaga Honorer Menjadi CPNS, tenaga 
honorer harus melewati beberapa tahapan 
administrasi sebelum dapat dinyatakan 
memenuhi syarat atau tidak untuk diangkat 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil hal ini 
sesuai dengan PP No. 56 Tahun 2012 yang 
didukung oleh beberapa peraturan tentang 
pengangkatan tenaga honorer menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil.

Kebijaksanaan pemerintah terhadap ke-
beradaan Tenaga Honorer saat ini setelah 
diberlakukannya Undang-undang Nomor 
5 Tahun 2014 terdapat perbedaan, jika se-
belumnya pemerintah belum sepenuhnya 
memberikan perlindungan terutama ma-
salah gaji dan perlindungan hak kerja bagi 
tenaga honorer atau pegawai tidak tetap. 
Hal ini disebabkan tidak adanya aturan 
yang jelas terkait pemberian gaji dan per-
lindungan hak kerja bagi pegawai tidak 
tetap. Untuk perlindungan yang diberikan 
pemerintah setelah berlakunya Undang – 
Undang Nomor 5 Tahun 2014, pemerintah 
masih belum bisa memberikan perlindun-
gan hukum secara penuh, apalagi dalam 
ketentuan ini kedudukan tenaga honorer 
dihilangkan dan digantikan menjadi Pega-
wai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 
Untuk pemberlakuan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja itu sendiri, pemer-
intah masih belum dapat melaksanakan se-
bab harus menunggu Peraturan Pemerintah 
yang mengatur lebih lanjut mengenai Pega-
wai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK).
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